
 
BUPATI JEMBER 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR      23    TAHUN  2009 

  
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA  
BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER  

 
BUPATI JEMBER, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, 
agar dalam pelaksanaan sebagian operasional kegiatan teknis 
penunjang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat perlu 
membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Jember;  

  b. bahwa berdasa\rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara   Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 
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5. Peraturan   Pemerintah   Republik  Indonesia  Nomor   38  Tahun  
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  

 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  2007  Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741);  

 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
 Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ; 
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
 Tata Kerja Perangkat kabupaten Jember; 
14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan 
 Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
 Berencana Kabupaten Jember; 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN  TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BADAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA 
BERENCANA  KABUPATEN JEMBER.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Kabupaten Jember. 

3. Bupati adalah Bupati Jember. 
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari 
Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, 
Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. 
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7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah 
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Jember. 

8. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah 
unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis  penunjang 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Jember. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jember. 

 
BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 2 

 
Susunan Organisasi UPT Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana terdiri dari : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
BAB III 

KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
Pasal 3 

(1) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang 
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan. 

(2) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

 
Pasal 4 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai kedudukan sebagai 
pelaksana pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT  
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 

 
Pasal 5 

(1) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam operasional 
dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang 
jumlahnya disesuaikan kebutuhan dan keahlian berdasarkan 
beban kerja.  
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah fungsional penyuluh Keluarga Berencana yang 
dipimpin oleh pegawai senior sebagai koordinator yang 
bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 

 
BAB IV 

JENIS UPT 
Pasal 6 

 
UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 31 (tiga puluh 
satu) Kecamatan yaitu : 
1) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Kencong ; 
2) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Umbulsari ; 
3) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Gumukmas ; 
4) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Puger ; 
5) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Wuluhan ; 
6) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Ambulu ; 
7) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Tempurejo ; 
8) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Jenggawah ; 
9) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Rambipuji ; 
10) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Balung ; 
11) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Bangsalsari ; 
12) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Tanggul ; 
13) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Sumberbaru ; 
14) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Arjasa ; 
15) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Sukowono ; 
16) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Panti ; 
17) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Sukorambi ; 
18) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Mumbulsari ; 
19) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Mayang ; 
20) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Silo ; 
21) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Ledokombo ; 
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22) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Kalisat; 

23) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Pakusari ; 

24) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Kaliwates ; 

25) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Sumberjambe ; 

26) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Sumbersari ; 

27) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Patrang ; 

28) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Jelbuk ; 

29) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Ajung ; 

30) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Semboro ; dan 

31) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Jombang. 

 
BAB V 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 7 

 
(1) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
dalam wilayah kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
mempunyai fungsi meliputi : 
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
wilayah kecamatan ; 

b. pembinaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana di wilayah kecamatan ;  

c. perencanaan program dan kegiatan di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
wilayah kecamatan ; 

d. penyusunan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana di wilayah kecamatan ; 
dan  

e. pembinaan tenaga fungsional Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana di wilayah kecamatan. 

 
Pasal 8 

 
(1) Sub Bagian Tata Usaha Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat 
menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala UPT. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi : 
a. pelaksanaan pelayanan, pengolahan, penyajian dokumen 

dan informasi data dan administrasi ; 
b. pembinaan teknis dan administrasi ;  
c. perencanaan dan pengolahan data ; 
d. penyusunan kebutuhan rumah tangga UPT ; dan 
e. penatausahaan keuangan. 
 

Pasal 9 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
secara operasional bertanggung jawab dan dikoordinasikan 
oleh Kepala UPT dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
UPT apabila ada kebijakan dari Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga 
Berencana mempunyai fungsi meliputi : 

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
wilayah binaan ; 

b. pembinaan dan kelangsungan program dan kegiatan di 
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana di wilayah binaan ;  

c. perencanaan program dan kegiatan di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
wilayah binaan ; 

d. penyusunan program dan kegiatan di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
wilayah binaan ; dan 

e. pendistribusian sarana pendukung program dan kegiatan 
di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana di wilayah binaan. 

 
BAB VI 

TATA KERJA 
Pasal 10 

 
(1) Dalam melaksanakan tugas kepala Unit Pelaksana Teknis 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kepala UPT mempunyai tanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan segala urusan dilingkungan UPT 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada masing-masing bawahannya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkup UPT 
bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 
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BAB VII 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 
Pasal 11 

 
(1) Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan. 

(3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran Peraturan 
ini. 

 
BAB VIII 

ESELON JABATAN UPT BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

Pasal 12 
 

(1) Kepala Unit Pelayanan Teknis merupakan Jabatan Struktural 
Eselon IVa. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan 
Struktural Eselon IVb. 

(3) Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban 
kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

 
BAB IX 

PEMBIAYAAN 
Pasal 13 

 
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat. 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
 

Dengan diberlakukan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati 
Jember Nomor 58 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jember  tentang  Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.    
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Pasal 15 
                                                                     
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jember. 

 
  Ditetapkan di Jember 
  pada tanggal     23  Pebruari  2009 
 

BUPATI JEMBER, 
 

ttd 
 

MZA DJALAL 
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  LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI JEMBER 
   NOMOR :  23    TAHUN      2009 
   TANGGAL :   23  PEBRUARI 2009 

 
BAGAN ORGANISASI 

UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN JEMBER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA  
UPT

 
 
 

BUPATI JEMBER, 
 

ttd 
 

MZA DJALAL 
 

 
  

 
 

 
 
 

  

  


